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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
Infrastruktur jalan sering dikaitkan dengan perkembangan pembangunan suatu 
wilayah. Jalan merupakan penghubung yang membuka daerah-daerah tertinggal serta 
memicu pertumbuhan di daerah-daerah berkembang. Menyadari hal tersebut, 
pembangunan infrastruktur mendapatkan perhatian dari pemerintah. Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menuturkan, infrastruktur dasar perlu menjadi 
prioritas. Kementerian PUPR membuat program yang difokuskan pada pengembangan 
kawasan secara komprehensif  (Kompas.com, Senin, 8 Juni 2015). 
Di tingkat daerah, Gubernur Jawa Tengah meminta kepada setiap pimpinan 
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur di 
masing-masing wilayahnya. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah Provinsi menambah 
anggaran pembangunan infrastruktur hingga lebih dari 100 persen  (Solopos.com, 
Sabtu, 6 Desember 2014). Sejalan dengan pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Karanganyar masih memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2015 untuk membangun jalan. Bupati 
Karanganyar mengatakan prioritas alokasi APBD Tahun 2015 adalah pembangunan 
infrastruktur pemerintah dan pelayanan dasar (Solopos.com, Jumat, 31 Juli 2015).  
Meskipun didukung anggaran yang relatif besar, belum tentu bisa mencukupi 
kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan jalan secara menyeluruh. Oleh karena itu, 
diperlukan kebijakan dalam hal pengelolaannya. Pedoman pengelolaan jalan yang 
selama ini digunakan dalam penentuan skala prioritas penanganan jalan kabupaten 
adalah SK.No.77, Dirjen Bina Marga, Tahun 1990, yaitu hanya mengacu data Lalu  
Lintas Harian Rata (LHR) dan nilai Net Present Value (NPV) saja. Pedoman ini belum 
memasukkan pertimbangan fungsional secara makro. Sudut pandang dalam menentukan 
kebijakan penyelenggaraan jalan juga masih bersifat parsial ruas demi ruas. Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) seringkali diabaikan dalam pengambilan 
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keputusan penyelenggaraan jalan. Hirarki dan klasifikasi jalan secara makro dari segi 
peranan dalam pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan masih belum 
dianggap penting. Hal ini dapat mengakibatkan ekonomi masyarakat tidak 
berkembang secara optimal dan penataan ruang wilayah juga tidak berjalan sesuai 
rencana. 
 Berdasarkan Undang-undang RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, antara  lain  
dinyatakan  bahwa klasifikasi  jalan  dapat  dibagi  berdasarkan  sistem  jaringan,  
peranan,  dan  wewenang pembinaannya. Dari segi peranan, jalan diklasifikasikan 
menjadi jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Diantara jalan lokal, jalan lokal 
primer mempunyai peran yang penting untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan 
yang telah diidentifikasi dalam RTRW. Disebutkan dalam rencana struktur ruang 
Peraturan Daerah (Perda) no. 1/2013 Kabupaten Karanganyar memilki 3 (tiga) pusat 
kegiatan lokal (PKL), 1 (satu) pusat kegiataan lokal promosi (PKLP), 13 (tiga belas) 
pusat pelayanan kawasan (PPK), dan 10 (sepuluh) pusat pelayanan lingkungan. 
Peran jalan lokal primer merupakan jalur utama dalam distribusi barang/jasa dan 
pergerakan manusia antar pusat-pusat kegiatan tersebut. Identifikasi jalan lokal 
primer di Kabupaten Karanganyar sangat diperlukan mengingat pentingnya peran 
jalan lokal primer yang diproyeksikan mampu menampung pertumbuhan lalu-lintas 
dimasa yang akan datang.  
Jalan lokal primer merupakan aset publik yang kewenangan 
penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai 
penyelenggara jalan, Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk memberikan 
pelayanan prima dibidang infrastruktur jalan yang mengacu pada Standar Pelayanan 
Minimal (SPM). Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat diutamakan 
untuk memenuhi kebutuhan jaringan jalan yang sudah ada, sesuai dengan 
kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan 
(Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota). Standar Pelayanan Minimal tentang jalan diatur 
dalam Peraturan Menteri Pekerjaan umum nomor 01/PRT/M/2014 tentang standar 
pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Penelitian ini 
mengidentifikasi jalan lokal primer dengan mempertimbangkan pusat-pusat kegiatan 
di Kabupaten Karanganyar kemudian menganalisa pemenuhan SPM dari aspek 
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konektivitas dan dari aspek kualitas jalan. Dengan hasil identifikasi ini diharapkan 
bisa menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan jalan daerah. 
 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 
1. Jalan Lokal Mana saja yang dapat termasuk kategori Jalan Lokal Primer 
Kabupaten Karanganyar berdasarkan Pedoman Penentuan Klasifikasi Fungsi 
Jalan di Kawasan Perkotaan? 
2. Bagaimana kelayakan potensi jalan lokal primer untuk dikembangkan menjadi 
Jalan Lokal Primer Kabupaten Karanganyar? 
3. Bagaimana tingkat pelayanan Jalan Lokal Primer Kabupaten Karanganyar 
mengacu SPM bidang jalan dari aspek konektivitas? 
4. Bagaimana tingkat pelayanan Jalan Lokal Primer Kabupaten Karanganyar 
mengacu SPM bidang jalan dari aspek kualitas? 
5. Bagaimana Sistem Informasi Jalan Lokal Primer Kabupaten Karanganyar 
berbasis SIG? 
1.3 BATASAN MASALAH 
1. Jalan yang dikaji adalah Jalan Lokal/Jalan Kabupaten yaitu jalan yang dikelola 
oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar. 
2. Penetapan jalan lokal primer ditinjau dari segi fungsi sesuai dengan pedoman 
penentuan klasifikasi fungsi jalan di kawasan perkotaan nomor Pd T-19-2004-
B menggunakan acuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar 
nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 
Karanganyar. Acuan lain seperti Volume-Capasity Ratio (VCR) dan Net 
Present Value (NPV) tidak digunakan dalam penelitian ini. 
3. Kajian difokuskan pada ruas-ruas jalan lokal primer yaitu jalan yang 
menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Karanganyar yang  
tercantum dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pusat-pusat 
kegiatan yang dikaji dibatasi pada Pusat kegiatan setingkat kecamatan. 
4. Potensi jalan lokal primer adalah jalan lokal yang diindikasi dapat 
dikembangkan untuk menghubungkan pusat kegiatan namun belum terhubung. 
4 
 
 
Penilaian kelayakan potensi jalan lokal primer menggunakan perhitungan nilai 
kinerja dibandingkan dengan jalur eksisting. 
5. Penentuan pemenuhan SPM jalan berdasar pada Peraturan Menteri Pekerjaan 
umum nomor 01/PRT/M/2014 tentang standar pelayanan minimal bidang 
pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu yang terdiri dari aspek konektivitas 
jalan dan aspek kualitas jalan. 
1.4 TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penelitian ini adalah untuk:  
1. Mengetahui jalan lokal primer di Kabupaten Karanganyar berdasarkan 
Pedoman Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan Di Kawasan Perkotaan. 
2. Mengetahui kelayakan potensi jalan lokal primer untuk dikembangkan menjadi 
Jalan Lokal Primer Kabupaten Karanganyar. 
3. Mendapatkan tingkat pelayanan Jalan Lokal Primer Kabupaten Karanganyar 
mengacu SPM bidang jalan dari aspek konektivitas. 
4. Mendapatkan tingkat pelayanan Jalan Lokal Primer Kabupaten Karanganyar 
mengacu SPM bidang jalan dari aspek kualitas. 
5. Tersedianya Sistem Informasi Jalan Lokal Primer berbasis Sistem Informasi 
Geografi di Kabupaten Karanganyar.  
1.5 MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan dalam 
penyelenggaraan jalan khususnya dalam klasifikasi dan standar pelayanan jalan tanpa 
mengabaikan perencanaan wilayah secara makro. 
2. Manfaat praktis 
Hasil peninjauan terhadap hirarki fungsi jalan beserta evaluasi tingkat 
pemenuhan SPM jalan Kabupaten/Kota diharapkan menjadi masukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan bidang jalan terutama untuk pemenuhan target capaian 
SPM jalan Kabupaten/Kota tahun 2019. 
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